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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR I TAHUN 2017

TENTANC

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturar Daerah Kota Medar Nomor 15 Tahun 2O16
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukal, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat 1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan DaErah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (l,embarar Negara R€publik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahraga.an Nasional (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminisrasi Kependudukan {lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah denSar
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahar Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahal l€mbaran Negara Republ-ik Indonesia
Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {t embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmba-ran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 54951;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daemh (tembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahar Lmbaran
Negara Repubtik tndonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11 Peraturan Pemerintal Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3005);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukar Kecamatan Berastagi Dan
Mardindirg Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bardar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sirnalungun,
Kecamatar Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecanatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan i8 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat darl WiIayaI Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l14,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaajt Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahal Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5655);

17. Peraturari Menteri Pemberdayaan PereEpuan Dajl
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016
Nomor 1237);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 2036);
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18. Peraturan Kepala l,embaga Sardi Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Nomenllatur Pedomar
Perangkat Daerah Dan Unit Keia pada perangkat
Daerah Urusan Pemerintahan Bidalg Persandian
(Berit€. Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2O16
Nomor 1314);

19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor lO
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Talun 2016 Nomor 1327);

20. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
Dan tnformatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1308);

21. Peraturar Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2O16
tentsng Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah
Provinsi Darr Dinas Sosial Daerah kabupaten/Kota
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1590);

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 26l PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Keda
Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan
t<abupaten/ Kota Yang Melaksanakar Urusar
Pemerintahan Di Bidarg Kelautan Dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1327);

24. Peraturan Kepala Arcip Nasional Nomor 30
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan;

25. Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 32IPRT|M/2O16
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Darl Kawasan Pemukiman (Berita
Negara Repubtik Indonesia Tahun 201,6
Nomor 1574);

22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2l
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Dar Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
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26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Notnor 33
Tahun 2O16 tentang Pedoma! Nomenklatur
Perangkat Daerah Dan Unit Keda Pada Dinas
Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/
Permentan/OT.o1O / 8 /2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Diras Urusan
Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Nega-ra
Republik lndonesia Tahun 2O16 Nomor 1330);

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dart
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1498);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1502);

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksana.kan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Dar Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas,
Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidarg
Perhubungan (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 1660);
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33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 163
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas
Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Kelua-rga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan
Kota (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2016 Nomor 1266);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah {l€mbaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerai
Kota Medan Nomor 4l;

35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan lrmbaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalan Peraturan Wali Kota ini, yarlg dimaksud dengar:

1. Daerah adalah Kota Medan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
p€merintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik lndonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wdi Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaliran yarrg menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Wali Kota adalah wa.li Kota Medan.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga pem,akilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
pefanjian ke{a yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang seLanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintal dengan
pedanjiar keda yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
darl diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara Lainnya dan digaji berdasarkar peraturan
perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adaLah
warga nega,ra lndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintalan yang
menjadi kewenangaa Presiden yang pelaksalaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayali, memb€rdayakan, dan
menyejalterakan masya.akat.

10. Satuan Keia Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna alggaran/ barang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelengga-raan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenargan Daerah.

12. Sekretariat Daerah adalah Sekrctariat Daerah Kota Medan.

13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralgrat Daerah Kota Medan.

14. Inspektorat adalah lnspektorat Kota Medan.

15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan

16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan.

17. Badan ada]ah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan
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18. Unit Pelaksana Teknis, yang selarjutnya disingkat Upt adalah
unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

19. Kecamatan adalah bagial wilayah dari Daerah kota yang
dipimpin oleh camat.

2O. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kota Medal

21. Badan PenangguLangal Bencana Daerai adalah
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Badan

22. Rumah Salit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya
disebut RSUD Dr. Pimgadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Pirngadi Kota Medan.

23. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas p€l,ayanan kesehatan yang
menyelenggaralan upaya kes€hatan masyaral<at dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengar lebih
mengutamakan upaya promotil dar preventjf, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setin8gi-tingginya di wilayah
kedanya.

24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dal pembangunan.

25. Jabatarr Fungsional adalah sekelompok jabatan yarg berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayalan fungsional yang
berdasarkan atas keahlian dan keterampilan teftentu.

26. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

27. Jabatal] Pelaksana mempal<al bagian dari jabatan administrasi
berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

28. Koordinasi I adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri
atas urusan pemerintahan bidang pendidikan, pariwisata,
ketransmigrasian, kesehatan dan RSUD, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dar tenaga keda.

29. Koordinasi Il adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri
atas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman
dan ketertiban umum sub urusan bencana dar sub urusan
kebaka-ran, kesatuan bangsa dan politik, dan kecarnatan.
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3O. Koordinasi III adaiah koordinasi urusan pemerintahan yang
terdiri atas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan.

31. Koordinasi IV adalah koordinasi urusan pemerintahan yang
terdiri atas urusan pemerintalan bidang kebudayaan dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

32. Koordinasi V adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri
ataa urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan
menengah, ketahanan pangan, pertariar, dan perikanan,
perindustrian, perdagangan, dan perusahaan daerah.

33. Koordinasi VI adalah koordinasi urusan pemerintahan yang
terdiri atas urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, pekeqjaan umum dan penataan ruang,
lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral,
pertanahan, dan perhubungan.

34. Koordinasi lrll adalah koordinasi urusan/penunjang urusan
pemerintahan yang terdiri atas urusan/penunjang urusan
pemerintahan bidang perencan.ran, penelitian dan
pengembangan, keuangan dan pajaf(, kepegawaian, dan
pendidikan dan pelatihan.

35. Koordinasi VIII adalah koordinasi urusan pemerintahan yang
terdiri atas urusal pemerintahan bidang kepemudaan, dan
olahraga, inspektorat, dan sekretariat DPRD.

36. Pelayanan Administratil adalah tugas dan fungsi s€kretariat
daerah selaku unsur staf dalam pelayanan baik terhadap
kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah
termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oteh
dinas/badan.

37. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang
seLanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan
untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

38. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
da-ri Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah prouinsi.

39. AnggaraIl Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunart Daerah yang
ditetapksn dengan Peraturan Daerah.
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40. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adatah sub
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas, terdiri atas:

l. dinas pendidikan;
2. dinas kesehatan;
3. dinas pekerjaan umum;
4. dinas perumahan, kawasal permukiman, dar penataan

ruang;
5. satuan polisi pamong prajal
6. dinas sosial;
7. dinas kebersihan dan pertamanan;
8. dinas pencegal dan pemadam kebakaran;
9. dinas ketenagal<erj aan;
10. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan

pembrdayaan masyara-kat;
I 1. dinas ketahanan pangan;
12. dinas lingkungan hidup;
13. dinas kependudukan dan p€ncatatan sipil;
14. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
I 5. dinas perhubungan;
16. dinas komunikasi dan informatika;
17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah;
19. dinas pertanian dan perikanan;
20. dinas perindustrian;
21. dinas perdagangan;
22. dinas pemuda dalr olahraga;
23. dinas pariwisata;
24. dinas kebudayaan; dan
25. dinas perpustakaan dan kearsipan.

e. badan, terdiri atas:
1. badan perencanaan pembangunan daerah;
2. badan kepegawaial daerah dan pengembangan sumber daya

manusia;
3. badan penelitian dan pengembangan;
4. badan pengelola keuangan dan aset daerah; dan
5. badan pengelola pajak dan retribusi daerah.
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f. kecamatan, terdiri atas:
1. kecamatan medan sungga.l;
2. kecamatar medan timur;
3. kecamatan medan tuntungan;
4. kecamatan medan petisah;
5. kecamatan medan labuhan;
6. kecamatan medar barat;
7. kecamatan medan maimun;
8. kecamatan medan deli;
9. kecamatan medan kota;
10. kecamatan medan denai;
1 1. kecamatan medan amplas;
12. kecamatan medal area;
13. kecamatan medan helvetia;
14. kecamatar medan perjuangan;
15. kecamatar medan selayang;
16. kecamataa medan tembung;
17. kecamatan medan baru;
18. kecamatan medajr johor;
19. kecamatan medan polonia;
20. kecamatan medan marelan; dan
2 1 . kecamatan medan belawan .

BAB tII
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekrctariat Daerah merupakan unaur staf, yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada wali Kota.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam
penyusunaj] kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelalsanaaa tugas perangkat daerah s€rta pelayanan
administratil

(3) Dalam melaksanalar tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. pengoordinasian penyusunankebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
c. pemantauan dal evaluasi pelalsanaan kebijakan Daerah;



d. pelayaaan administratif dan pembinaaa pegawai ASN pada
instansi Daerah; dan

e. pelaksa-naan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a. sekretaris daerah;
b. asisten pemerintahan dan sosial, membawahkan:

l. bagia, sosial, pendidikar, dan koordinasi I:
a) sub bagian sosial dan pendidikan;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi ;dan
c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayalan administratif.
2. bagian pemerintahan dan koordinasi II:

a) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,
dan pelayanan administratif;

b) sub bagian forkopimda, pemilihan umum, ketenteraman,
dan ketertiban; dan

c) sub bagian pembinaan darr fasilitasi perangkat kecamatan,
otonomi daerah, dan tugas pembantuan.

3. bagian hubungan masyarakat dan koordinasi III:
a) sub bagian hubungan masyarakat;
b) sub bagiar perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
c) sub bagian pengendalian evaluasi kebljakan dan

pelayanan administratif.
4. bagian keagamaan dan koordinasi IV;

a) sub bagian keagamaan;
b) sub bagian pembinaan sumber daya manusia bidang

keagamaan; dalr
c) sub bagiarr perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,

dan pelayanan adminishatif.
c. asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat,

membawahkan:
1. bagian perekonomian dan koordinasi V:

a) sub bagian perekonomian dan perusalaan daerah;
b) sub bagian perumusan kebljakaa dan koordinasi; dan
c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
2. bagiar pembangunan dan koordinasi VI:

a) sub bagian pembangunan;
b) sub bagian perumusan kebijakar daIr koordinasi; dan
c) sub bagian pengendalian eva]uasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
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3, bagian hubungan keia sama antar kota, daerah, lembaga,
dan koordinasi VII:
a) sub bagian hubungan kerja sama antar kota dan lembaga;
b) sub bagian hubungan kerja sama anta.r daerah; dar
c) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,

dan pelayaran admin istratif.
4. bagian kesejahteraan ralqrat dan koordinasi VIII:

a) sub bagian kesejahteraan rakyat;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
c) sub bagian pengendaliar evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
d. asisten adminisbasi umum, membawahkan:

1. bagian organisasi dan tatalaksana:
a) sub bagian tatalaksana dan pelayanan publik;
b) sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;

dan
c) sub bagian kelembagaan.

2. bagiar hukum:
a) sub bagian peraturan perundang-undangan;
b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
c) sub bagian evaluasi dan dokumentasi.

3. bagiar umum:
a) sub bagian ketatau sahaan;
b) sub bagian keprotokoLan;
c) sub bagian keuangan; dan
d) sub bagian rumalr tangga pimpinan.

4. bagian perlengkapan dan Layarlan pengadaan;
a) sub bagian dokumentasi dan pengelolaan barang;
b) sub bagian pertengkapal; dan
c) sub bagian layanan prengadaan.

e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 5

(1) Bagan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam l,ampiran I Peraturan Wali Kota
ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada sekretariat daerah diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan, 'fugas, Dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sehetariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratil darl
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
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{2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan seca,ra adminisEatif bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dima-ksud pada ayat (2) diangkat
dan diberhentikan dengan keputusan wali kota atas persetujuan
pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekrctariat DPRD sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
mempunyai tugas menyelenggarakan administratif
kesekretariatan dan keualgan, mendukung pelaksanaar tugas
dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan ha-k
dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sekretariat DPRD dalam melalcsanakan tugas sebagaimarra
dimaksud pada ayat (4) menyelenggarsl{an fungsi:
a. penyelenggaiaan administratif kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dar pengoordinasian tenaga aili yang diperlukan

oleh DPRD: dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wati Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. sekretaris DPRD;
b. bagial administrasi kesekretariatan:

a) sub bagian kepegawaian dan umum;
b) sub bagian perlengkapan; dan
c) sub bagiar hubungan masyarakat dan keprotokolan.

c. bagian program dan keuangan:
1. sub bagian penJrusunan program;
2. sub bagian penatausahaan keuangan; dan
3. sub bagian evaluasi dan pelaporan.

d. bagian dukungan tugas dan fungsi bidang anggaran dan
pengawasan:
a) sub bagian analisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
b) sub bagian analisis perencanaan dan pelaksanaan

pengawasan; dan
c) sub bagian analisis jaringan asphasi masyarakal daa\ heaing.

e. bagian dukungan tugas dan fungsi bidang legisl,asi:
I . sub bagian legislasi pemerintahan, hukum, dan politik;
2. sub bagian legislasi ekonomi, keuangan, dan pembaigunan;

dan
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3. sub bagian legisl,asi kemasyarakatan dan sumber daya
manusia.

f. kelompok jabatan fungsional dan pela-ksana

Pasal 8

(l) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 7 tercantum dalam l,aqrpiran II Peraturan Wali Kota
ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struldural pada Sekretariat DPRD diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
lnspektorat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

(1) lnspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah-

(2) Inspekorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur.

(3) lnspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali (ota
melalui Sekret€ris Daerah.

(4) Inspelftorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu wali kota dalam membina da-n mengawasi
pelaksanaan urusal pemerintahan yang menjadi kewenanga!
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan
peruaahaan daerah.

(5) lnspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyelenggarakar fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineda dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan tainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan wali kota;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administratif inspeldorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud
Pasal 2 hurufc, terdiri atas:
a. inspektur;
b. sekretads, membawahkan;

1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. sub bagiar administrasi dan umum.

c. inspeldur pembantu l:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

d. inspektur pembantu II:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatar, fungsional pengawas pemerintahan.

e. inspektur pembantu III:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan,

f. inspektur pembantu IV:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

g. ketompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana.

dalam

Pasal 11

(l) Bagan organisasi inspektomt sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III Peraturan WaIi Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan sbuktural pada inspektorat diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB IV
DINAS

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 12

(1) Dinas Pendidikar merupakan
pemerintahan bidang pendidikar.

unsur pelaksana urusan



17

{2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pendidikar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melal<sanakan urusan
pemerintahan bidang pendidilan.

(4) Dinas Pendidikan dalam melak$anakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakal urusan pemerinta-han bidang

pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidalg

pendidikan;
c. pelaksanaar evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengar Iingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangar ; dan
f- pelal<sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufd angka l, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan dart perlengkapan; dan
3. sub bagian kepegawaian.

c. bidang pendidikan dasar:
l. seksi teknis edukatil pendidikan dasar;
2. seksi kurikulum dar kesiswaan sekolah dasar; dan
3. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama.

d. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat:
1. seksi pendidikan anak usia dini;
2. seksi kursus; dan
3. seksi pendidikan masyarakat.

e. bidang sarana prasarana dan program pendidikan:
I. seksi penyusunan program pendidikan;
2. seksi sarana dan prasarana pendidikan; dan
3. seksi monitoring dan evaluasi pendidikan.

f. bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
1. seksi pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependi.dikan;
2. seksi pembinaan bahasa dan sastra; dan
3. seksi pembinaan dan pelatihan pendidik dan tenaga

kependidikan.

Pasal 13
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c. uPr;
h. satuan pendidikan formal dan non formal; dan
i. kelompokjabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 14

(1) Bagan organisasi
dalam Pasal 13
Wali Kota ini.

Dinas Pendidikan sebagaimana
tercantum dalam Lampiral IV

dimaksud
Peraturan

(2) Ketentua-n lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Pendidikan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatar

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan merupakan
Pemerintahan bidalg kesehatan.

unsur peLaksana Urusan

(2) Dinas Kesehatar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanal<an urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

{4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintalal bidarg

kesehatan;
b. peLalsa-naan kebijakan urusan pemerintahal bidang

kesehatan;
c. pelaksaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang kesehatan;
d. pel,aksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksaraan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungei lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragaf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian program, informasi, dan hubungan masya-rakat;
2. sub bagial keuangan dan pengelolaan aset; dan
3. sub bagian hukum, kepegawaian, dan umum.

c. bidang kesehatan masya-rakat:
1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
2, seksi promosi dan pemberdayaan masya-ra}at; dar
3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan keda, dan olahraga.

d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
1. seksi surveilans dar imunisasi;
2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa.
e. bidang pelayanan kesehatan:

l. seksi pelayanan kesehatan primer:
2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. seksi pelayanan kesehatan tradisional.

f. bidang sumber daya kesehatan:
1. seksi kefarmasian;
2. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

(PKRT); dan
3. seksi sumber daya manusia kesehatan.

g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan prelaksana.

Pasai 17

(1) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strul.itural pada Dinas Kesehatan diatur dengan
Peraturan Wali Kota-

Bagian Ketiga
Dinas Pekedaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

(1) Dinas Pekedaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub
urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan,
dan jasa konstruksi.



20

(2) Dinas Peke4aan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sehetaris Deerah.

(3) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pekefaan umum, pener.rngan, dan sub
urusan aumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jala,n,
da-n jasa konstruksi.

(4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan uruean pemerintahan bidalg pekedaan

umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air
minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bida-ng
pekerlaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya
air, air minum, air limbal, drainase, jalan, dan jasa
konstruksi;

c. pelal<salaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang pekelaan umum, penerargan, dan sub urusan
sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan
jasa konstruksi;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undalgan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas darl fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan orgalisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d argka 3, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian penyusunan program;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan kepegawaian.

c. bidangjalan:
l. seksi perencanaan jalan;
2. seksi pemeliharaan jalan; dan
3. seksi pembangunal jalan.

d. bidang TKA dall drainase perkotaan:
l. seksi perencaraan TKA dan drainase perkotaan;
2. seksi pemeliharaar TKA dan drainase perkotaan; dan
3. seksi pembangunan TKA dan drainase perkotaan.
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Pasal 20

(1) Bagan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 tercantum dalam L,a&piran VI Peraturan
WaIi Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rilcian tugas dar fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Peke{aan Umum diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan, l(awasan Permukiman, Dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tlrgas, Dan Fungsi

Pasal 21

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukima,n, sub urusan f,ertanahan,
bangunan/ gedung, dan penataan ruarg.

(4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
dalam melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (31

menyelenggarakal fungsi:
a. perumusan keblakan urusan pemerintahan bidang

perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan
pertanahan, bangunar/gedung, dan penataan ruang;

e. bidang jasa konstruksi:
I . seksi penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. seksi pengawasan jasa konstruksi; dan
3. seksi rekomendasi izin jasa konstruksi.

f. bidarg peralatan:
1. seksi operasional alat-alat berat;
2. seksi operasional kendaraan; darr
3. seksi perbengkelar dan peralatan.

g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, darl Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perumahal, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Wa.li Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan
perumahal dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan,
banguaan/gedung, dan penataan ruang.
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b. pela.ksanaan kebrjakan urusa.n pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan pemukiman, sub urusan
pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporar urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan
pertanahan, bangunan/gedung, dan penataal ruang;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas darr fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
angka 4, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.

c. bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bangunan
pemerintah:
1. seksi pengembangan pemmahan dan kawasan permukiman;
2. seksi bangunan pemerintah; dan
3. seksi prasarana, sarala, dan utilitaa umum.

d. bidang penataan ruang dan pertanahan:
1. seksi pemetaan;
2. seksi perencanaan tata ruang;
3. seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
4. seksi pertanalan.

e. bidang penataan balgunan dan lingkungan:
1. seksi penataan dal konservasi bangunan;
2. seksi teknik bangunan gedung; dan
3. seksi pengawasan telmis bangunan dan lingkungan.

I UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan !,elaksana.

Pasal 23

(1) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
tercantum dalam Lampiran Vll Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincial tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan
WaIi Kota.
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Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 24

(1) Satuan Potisi Pamong Praja merupakan unsur pel,aksana Urusan
Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan
perlindun gan masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daera}.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
aebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggam.kan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyaral<at;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan pedinduugan
masyaral<at;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat;

d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong prqja sesuai
dengan lingkup tugasnya:

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturar
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Palag:raI 2
Susunan Organisasi

Pasa-l 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:
a. kepala satuan;
b. sekretaris, membawahkan:

l. sub bagian program;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan perlengkapan.

sebagaimana



c. bidang ketertibal umum dan ketenteraman masyara-kat;
1. seksi operasi;
2. seksi kerja sama; dan
3. seksi pengendali komunikasi.

d. bidangperlindungan masyarakat:
1. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
2. seksi bina potensi masyarakat.

e. bidang penegak peraturan perundarg-undangan daerah:
1. seksi pembinaan dan penyuluhan;
2. seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
3. seksi penldikan dan penuntutan.

I bidang pengendalian, pengamanan, dan pengawalan:
1. seksi pengendalian darr pengamanan barang bukti;
2. seksi pengendalian dan pengamanan aset daerah; dan
3. seksi pengawalan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pela-ksana.

Pasal 26

(1) Bagan orBanisasi satuan polisi pamong prqja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam L€mpiran VIII
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincial tugas dan fungsi masing-
masingjabatan struktural pada satuan polisi pamong praja diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

PaEgraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasl27

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang sosial.

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yaIlg berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota mela.lui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Sosial sebagaimala dimalsud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan
bidang sosial.

(4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;



c. pelaksanaan evaluasi dar pelaporan urusan pemerintahan
bidang sosial;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelal<sanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; da.rt

f- pelaksanaan fungsi lairl yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragra! 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunal progfam.

c. bidang perlindungan dan jaminan sosial:
1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
2. seksi perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
3. seksi jaminan sosial keluarga.

d. bidang rehabilitasi sosial:
1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti

dan/atau lembaga;
2. seksi rehabilitasi sosial penyandalg disabilitas di luar panti

dan/atau lembaga; dan
3. seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dal korban perdagangan

orang.
e. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:

1. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
2. seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan

stimulan, dan p€nataan tingkungar; dan
3. seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.

f. UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 29

(1) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimara dimaksud dalam
Pasal 28 tercantum dalam l,ampiran tX Peraturan Wali Kota ini.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas sosial diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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Bagian Ketujuh
Dinas Kebersihan Dan Pertamartan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

(l) Dinas Kebercihan dan Pertamanan mempakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusa!
kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanal<an
urusan pemerintalan bidang peke{aan umum sub urusan
kebersihar, pengelolaan sampah, dar pertamanan.

(4) Dinas Kebersihan dan Pertamalrarr dalam metaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakal fuogsi:
a. perumusan keb,jakan urusan pemerintahan bidang peke{aan

umum sub urusan kebereihan, pengelolaan sampah, dan
pertannanan;

b. pelaksaaaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum sub uruaan kebereihan, pengeloLaan
sampah, dan pertamanan;

c. pelaksanaan evaluasi dar pelaporan urusaD pemerintahan
bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan
sampah, dan pertamanan;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan tingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugaa pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 3l

Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekreta-ris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dal
2. sub bagian keuangan dart penyusunan program.
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dan tempat

Pasal 32

(1) bagan orga-nisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3l tercantum dalam t ampiran X
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strultural pada dinas kebersihan dan
pertamanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Dinas Pencegah Dart Pemadam Kebakaran

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasa.l 33

(1) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran.

(2) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota metalui
SekretEris Daeralr.

(3) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mempunyai tugas membantu wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran.

c. bidang operasional sampah:
1. seksi operasional wilayah I;
2. seksi operasional wilayah II; dan
3. seksi retribusi.

d. bidang sarana dan prasarana:
1. seksi pngembanga-n sarana dan prasarana;
2. seksi perawatal salana dan prasarana; dan
3. seksi tempat pembuangan sementara

pembuangan akhir.
e. bidang pertamaran dan penerangan:

1. seksi taman dekorasi dan makam;
2. seksi penghijauan; dan
3. seksi penerangan dall lampu hias,

I UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan peLaksana.
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(4) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakar
fungsi:
a. perumusan kebljakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
b. pelal<sanaan kebijakan urusan pemerintahal bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
c. pel,aksaraan evaluasi dar pelaporan urusan pemerintahan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan
kebakaran;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksalaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wa.li kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Susunan organisasi dinas dinas pencegah dan pemadam kebakaran
sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2 huruf d algka 8, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawalkar:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program,

c. bidang pencegahal dan pemberdayaan:
1. seksi pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan;
2. seksi bina kualitas personil; dan
3. seksi hubungan teritorial dan sektoral.

d. bidang inspeksi dan invesdgasi:
1. seksi inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
2. seksi investigasi k€bakaran; dan
3. seksi pendataan dan retribusi.

e. bidang operasi pemadaman darl penyelamatan:
1. seksi penyuplai bahan pemadam;
2. seksi penyelamatan; dan
3. seksi pengendaliar komunikasi,

f. bidang dukungan sarana dan prasarana;
1. seksi perawatan dan perbengkelan;
2. seksi penyediaan dan pergudangan; dan
3. seksi peralatan dan perlengkapan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
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Pasal 35

(l) Bagan organisasi dinas pencegah dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l,ampiran Xl Peraturan Wali Kota ini.

pemadam kebakaran
34 tercantum dalam

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas pencegah dan pemadam
kebakaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketenagaledaan

Paragraf I
Kedudukan, T\.tgas, Dan Fungsi

Pasal 36

(1) Dinas Ketenagakedaan
Pemerintahan bidang
ketransmigrasian.

merupakan unsur pelaksana
tenaga kefa dan sub

Urusan
urugan

(2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukar di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota mela.lui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Ketenagake{aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu $,ali kota melaksarakan uruaan
pemerintahan bidang tenaga keda dan sub urusa.tl
ketransmigrasiar.

(4) Dinas Ketenagakelaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggaral<an fungsi:
a. perumusan kebijalan urusan pemerintahan bidang tenaga

kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
b. pelaksanaan kebljakan urusal pemerintahan bidang tenaga

kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidarg tenaga keda darl sub urusan ketransmigraaian;
d. pelal<sanaan administmtif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya:
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dar
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunal organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdid atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagial umum;
2. sub bagian keuangan; darr
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang pelatihan dan produktivitaa;
1. seksi lembaga dan instruktur;
2. seksi sertifikasi; dan
3. seksi produktivitas tenaga kel]a dan pemagangan.

d. bidaag penempatan tenaga keda:
l. seksi penempatan tenaga keda dalam negeri;
2. seksi penempatan tenaga kerja luar negeri; dan
3. seksi informasi pasar kerja dan ketxansmigrasial.

e. bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
1. seksi p€rselisihan;
2. seksi syarat keda; dan
3. seksi pengupahan.

f. bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
1. seksi hubungal industrial;
2. seksi kelembagaan; dan
3. seksi jaminan sosial da-n puma kerja.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelal<sana.

Pasal 38

(1) Bagan organisasi dinas ketenagakeiaan sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas ketenagake{aan diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 39

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur peLaksana urusan
pemerintahan bidang perempuan dan pe indungan anak, dan
sub urusan pemberdayaal masyarakat.
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(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dalt
Pemberdayaa.n Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melalcsanakan urusan
pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan
sub urusan pemberdayaan masyarakat.

(4) Dinas Pemberdayaal Perempuan, Perlindungan Anal<, dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan
pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebljakan urusan trrmerintahan bidang
perempuan dan perlindungan anak, dal sub urusan
peloberdayaan masyarakat;

c. pelalsanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang perempuar dan perlindungan anak, dan sub urusan
pemberdayaan masyarakaU

d. peLal<sanaan adminisfatif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

L pelaksanaan fungsi lain yang diberikar oleh wali kota terkait
deBgan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 1O, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

l. sub bagiar umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang kua.litas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data,
dan informasi:
1. seksi pelemb"ga:'r pengarusutamaan gender dart

pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
2. seksi pelembagaan penga-rusutamaan gender dan

pemberdayaan f,erempuan bidang sosial politik dan hukum;
dan

3. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaal perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan
informasi.



d. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus
anak:
1. seksi perlindungar hak perempuan;
2. seksi perlindungan khusus anak; dan
3. seksi data kekerasan perempuan dan ana-k.

e. bidang pemenuhan hak anak:
1. seksi lingkungan keluarga darl pengasuhan altematif dan

pendidikan, pemanfaatan wal<tu luang, dan kegiatan budaya;
2. seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi; dan
3. seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan.

i bidang pemberdayaan masyarakat:
1. seksi partisipasi dan lembaga kemaayarakatan;
2. seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyaral@t dan teknologi

tepat guna; dan
3. seksi pemberdayaan sosial budaya masyara,kat dan

kesejahteraan kelua,rga.
g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 41

{1) Bagar organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan pemberdayaal masyaiakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 tercartum dalam Lampiran Xlll Peraturan
wali Kota ini.

(2) Ketetntuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi
masing-masing jabatan struktural pada dinas pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

(1) Dinas Ketahanan Pajlgan merupakan unsur pelaksana umsan
pemerintahan bidang pangan.

(2) Dinas Ketahanan Pangal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh Kepala Dinas yartg berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan.



(4) Dinas Ketahanan Pargan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan urusan pemerintahan bidang pangan;
b. pelaksanaan kebiiakan urusan pemerintahar bidang pangan;
c. pelaksanaan eva.luasi da.rr pelaporan urusan pemerintahan

bidang pangan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

pemndang-undalgal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasat 43

Susunar organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa.l 2 huruf d angka 1 1, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b, sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunal prograrn-

c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
1. seksi ketersediaan palgan;
2. seksi sumber daya pangan; dan
3. seksi kerawaran pangan.

d. bidang distribusi dan cadangan pangan:
l. seksi distribusi pangan;
2. seksi harga pangan; dan
3. seksi cadangan pangan.

e. bidarg konsumsi dan penganekaragaman pangan:
l. seksi konsumsi parrgan;
2. seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
3. seksi pengembangan pangan loka[.

f. bidalg keamanan pangan:
1, seksi kelemb"gaan keamanan pangan;
2. seksi pe[gawasan keamanan pangan; dan
3. seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsiona.l dar pelaksana.

Pasal 44

(1) Bagan organisasi dinas
dimaksud dalam Pasal 43
Peraturan wali Kota ini.

pangan sebagaimana
dalam Lampiran XIV

ketahanan
tercantum



34

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas ketahanan pangan diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragra-f 1

Kedudukan, T[gas, Dan Fungsi

Pasal 45

(1) Dinas Lingkungal Hidup merupakan unsur pela.ksana Urusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusar kehutanan
dan sub urusan energi sumber daya mineral.

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota mela-ksanakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan
dan sub urusal energi sumber daya mineral.

(4) Dinas Lingkungan Hidup dalam meLaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahar bidang
lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkaJr atas peraturan
perundang-undangan ; dan

f. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Lingkungal Hidup s€bagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:
a. kepala dinas;
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian perlengkapan dan umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang tata kelola lingkungan:
1. seksi perencanaan perlindungan dan pengelol,aan lingkungan

hidup;
2. seksi Kqiian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAI.); dan
3. seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauar Lingkungan Hidup (UKLUPL) dan Surat
Pemyataan Kesanggupan Pengelolaal dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL).

d. bidang pengendalian peacemaral dan kerusakan lingkungan:
1. seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;
2. sekei pengendalian pencemaran udara; dan
3. seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah

Bahan Bahaya Beracun.
e. bidang penegakan hukum lingkungan:

I - seksi pengawasar lingkungan hidup;
2. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
3. seksi penerapan sanksi administratif.

I bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan:
I . seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
2. seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan
3. seksi konservasi dan kehutanan.

g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan peLaksana.

Pasal 47

(l ) Bagan organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 tercantum dalam tampiran xV Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas lingkungan hidup diatur
dengan Peraturan WaIi Kota.

Bagiar Ketiga Belas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasa.l 48

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipi.l.



(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepata Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kependudukan darr Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan uruaan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

(41 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan F,encatatan sipil;
b. pelalsanaan kebijakan urus€rn pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan p€laporan urusan pemerintahan

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pela-ksanaan adminisbatif dinas s€suai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuar berdasarkan ataa peraturan

perundang-undangan; dan
I pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragmf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dal Pencatatan Sipil
sebagaimana dimakeud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3, sub bagian penyusunan piogram.

c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk:
1. seksi identitas penduduk;
2. seksi pindah datang penduduk: dan
3. seksi pendataan penduduk.

d. bidang pelayanan pencatatan sipil:
l. seksi kelahiran;
2. seksi perkawinan dan perceraian; dan
3. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan

kematian.
e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan:

l. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
2. seksi pengelolaan dan penyajian data; darl
3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

komunikasi dan informasi.

36
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f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan:
1. seksi ke{a sama;
2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
3. seksi ilovasi pelayanan.

g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

pasal 50

(1) Bagan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipit
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dal,am
t^ampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih laljut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktura.l pada dinas kependudukan dar
pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pa-ragra-f 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 51

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pengendaliar penduduk dan keluarga berencana.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Selretaris Daerah.

(3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(4) Dinas Pengenda.lian Penduduk dan Keluarga Berencala dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijal<an urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundalg-undangan; dan
i pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14,
terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagial penyusunan program.

c. bidang pengendalia,n penduduk:
1. seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian

penduduk;
2. seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
3. seksi data darl informasi.

d. bidang keluarga berencana:
1. seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepai;
2. seksi jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
3. seksi pembinaan dar peningkatan kesertaa-n keluarga

berencarta.
e. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga:

1. seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia;

dan
3. seksi bina ketahanar remaja.

f. bidang kemitraan, data, dan informasi:
1. seksi penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE);
2. seksi advokasi dan penggerakal; dan
3. seksi pendayagunaan penyuluh keluarga berencana (PKB)/

Petugas lapangan KeluaIga Berencana (PLKB), dan Institusi
Masyarakat Perkotaan (tMP).

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 53

(1) Bagan organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga
berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum
dalam Lampiran XVII Peraturan WaIi Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strut tura.t pada dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana diatur dengan Peraturan wali Kota.
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Bagian Kelima Belas
Dinas Perhubungan

Paragraf I
Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 54

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana
pemerintahan bidang perhubungan.

u rusan

(2) Dnas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dipimpin oleh Kepa.la Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertalggung jawab kepada WaIi Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perhubungar sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakaa urusan
pemerintahan bidang perhubungan.

(4) Dinas Perhubungan dalam melaksanal<ar tugas sebagaimara
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;
b. petaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. peLaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekrctaris, membawahkan:

1. sub bagian kepegawaian dan umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagial perencanaan dan evaluaai.

c. bidang sarana dan prasarara angkutan:
1. seksi pengujian sa-rana;
2. seksi pengoperasian prasarana; dan
3. seksi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan

prasararna.



40

d. bidarg lalu lintas dan angkutan:
1. seksi man4jemen dan rekayasa lalu lintas;
2. seksi angkutan ja.lan; dan
3. seksi laut dan rel.

e. bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
1. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
2. seksi pengendalian darl ketertiban lalu lintas dan angkutan;

dan
3. seksi bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan.

f. bidang perparkiran:
1. seksi parkir wilayah I;
2. seksi parkir wilayah ll; dan
3. seksi parkir khusus.

g. UPI; dan
h. kelompok jabatan fungsional dal pelaksana.

Pasal 56

(1) Bagar organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketetntuan lebih lanjut mengenai
masing-masilg jabatan struktural
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

rinciar tugas dan fungsi
pada dinas perhubungan

Bagian Keenam Belas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pdagraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

(1) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub
urusan statistik dan sub urusan persandian.

(2) Dinas Komunikasi dart lnformatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oteh Kepa-la Dnas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota mela.tui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dart informatika, sut)
urusan statistik dan sub urusal persandian.
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(4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mela-ksanakan tugas
sebagaimana dimalsud pada ayat (3) menyelenggara.kan fungsi:
a. perumusan kebijakal urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub
urusan persandian;

b. pelaksanaan kebrjakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub
urusan persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintallal
bida-ng komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan
sub urusan persandian;

d. petaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain ya-ng diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragral2
Susunan Orgalisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang informasi dan komunikasi publik:
1. seksi media luaj ruang;
2. seksi komunikasi massa; darr
3. seksi pengelolaan dan pelayanan informasi.

d. bidane teleologi dan aplikasi informatika:
1. seksi aplikasi dan pengembangal informatika;
2. seksi pemberdayaan telematika; dan
3. seksi infrastruktur dan jaringa-n sistem informasi.

e. bidang statistik:
1. seksi pengumpulan dan pengolahan data;
2. seksi analisis data dan informasi; dan
3. seksi penyajian data.

f. bidang persandian:
1. seksi tata kelola persandian;
2. seksi pemberdayaan persandian; dan
3. seksi pengelolaan materil dar jaringan komunikasi

persandian.
g. bidangpengendalian:

1. seksi pengenda.lian telekomunikasi dan intemet;
2. seksi pengamanan persandia.n; dan
3. seksi pengamaral informasi.

h. UPT; dan
i. kelompok jabatal fungsional dan pelaksana.
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Pasal 59

( 1 ) Bagan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX
Peraturan WaIi Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dall fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dirtas komunikasi dan
informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal60

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanar terpadu satu pintu.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali kota melaksanakal urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
daLam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksalaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

penaramar modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelalsanaan adminishasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas p€mbantuan berdasarkan atas peraturan

perundalg-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugaa dar fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 2
huruf d angka 17, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian kelrgawaian; dan
3. sub bagian keuangan.

c. bidang pengolahan data, perencanaar, dan pengembangan:
1. seksi pengolahan data dan informasi;
2. seksi perencanaan; dan
3. seksi pemberdayaan usaha.

d. bidang promosi penanaman modal:
1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
2. seksi pelaksanaan promosi penanarnan modal; dan
3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

e. bidang pengendalian pelaksanaan p€narlaman moda.l,
pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
1. seksi pemantauan dan pembinaal pelaksanaan

penanaman modal;
2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
3. seksi keblakan, deregulasi, penyuluhan, dar peningkatan

layanan.
i bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:

1. seksi pelayanan izin gangguan;
2. seksi pelayanan izin usaha; dan
3. seksi pelayanan tanda daftar.

g. bidarg perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan
hidup:
1. seksi perizinan tata ruang dan pembsngunan;
2. seksi perizinan perhubungan; dan
3. seksi perizinan lingkungan hidup.

h. bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan
lainnya:
1. seksi perizinan petugas kesehatan;
2. seksi perizina-n layanan kesehatan; dan
3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.

i. kelompok jabatan fungsional darl pelaksana.

(2) Dinas Penanaman Modal dan PeLayanan Terpadu Satu Pintu
dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sesuai dengan kebutuhan,
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(3) Tim Telois Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) beranggotal<an tenaga telmis internal
dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu dan/atau tenaga
teknis ekstemal dinas yang ditetapkan denga-n Keputusan
Wali Kota.

(a) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi darl kemampuan
sesuai dengan bidangnya.

5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi
perizinar dan non perizinan.

Pasal 62

(1) Bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX P€raturan Wa.li Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian ftlgas dan fungsi masing-
masing jabatan struktura.l pada dinas penananan modal dan
peLayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedetapan Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 63

(l) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dal Menengah merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil,
dan menengah.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota
mel,aksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil, dal menengah.
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(4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi,

usaha kecil, dan menengah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi,

usaha kecil, dan menengah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
d. petaksanaan administratif dinas sesuai dengal lingkup

tugasnya;
e. peLaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d argka 18, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.

c. bidang pemberdayaar koperasi:
1. s€ksi bina kelembagaan koperasi;
2. seksi bina permodalan koperasi; dan
3. seksi bina usaha dan kemitraan koperasi.

d. bidang pemberdayaan uaaha mikro, kecil, dan menengah:
1. seksi pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah;
2. seksi bina permodalan dan usaha mikro, kecil, dal menengah;

dan
3. seksi kemitlaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

e. bidang informasi promosi dan evaluasi:
1. seksi data dan informasi;
2. seksi promosi; dan
3. seksj monitoring dan evaluasi.

I UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 65

(t) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
sebagaimana dinaksud dalam Pasal 64 terc€rtum dalam
t ampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strulftural pada dinas koperasi, usaha kecil, dan
menengah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pertanian DaI Perilaian

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

(1) Dinas Pertanian dan Perika-nan mempakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pertanian, aub urusar perikanan,
sub urusan petemakan, dan sub urusan penyuluhan.

(2) Dinas Pertanian dan Perikaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yarg berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada WaIi Kota melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan prerikanan,
sub urusan petemakan, dan sub urusan penyuluhan-

(4) Dinas Pertanian dan Perikalan da.lam melaksanal€n tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsii
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian,

sub urusan perikanan, sub urusan petemakan, dan sub
urusan penyuluhan;

b. peLaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pertanian, sub uruean prerikanar, sub urusqn peternalan,
dan sub urusan penyuluhan;

c. pelaksanaan eva.luasi dan pelaporan urusan pemerintaharr
bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan
peternakan, dan sub urusan penyuluhan;

d. petaksanaan adminietratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangal; dan

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas darl fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan eebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 hurufd angka 19, terdiri atas:
a. kepala dinas;
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum;
2. sub bagial keuangar; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang tanamar pangan dan hortikultura:
1. seksi produksi tanaman pangan dar hortikultura;
2. seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian;

dan
3. seksi prasa,rana dan sarana pertanian.

d. bidang peternakan, kesehatan hewa-n, dan kesehatan masyarakat
veteriner:
1. seksi peternakan;
2. seksi kesehatan hewan; dan
3. seksi kesehatan masyarakat veteriner.

e. bidang perikaran tangkap:
1. seksi prasarana dan sarana penalrgkapan ikan;
2. seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan;

dan
3. seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap.

f. bidang perikanan budidaya:
1. seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
2. wksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya

perikanan; dan
3. seksi pengawasan budi daya perikanan.

g. bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian,
peternakan dan perikanan:
1. seksi bina mutu dan diversifikasi;
2. seksi pembinaan dan pengembangar usaha; dalr
3. seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.

h. UPI; dan
i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 68

(1) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanaa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam lampiran XXII
Peraturan wali Kota ini.

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai rincian tugas dar fungsi masinS-
masing jabatan struktural pa.da dinas pertanian dan pedkaaan
diatur dengan Peraturan WaIi Kota.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perindustrian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

(1) Dinas Perindustrian merupakan unsur peLaksana
pemerintahan bidang perindustrian.

urusan



(2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yarg berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wa.li Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksana_kan urusan
pemerintahal bidang perindustrian.

(4) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perindu6trian;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian;
c. peLaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perindustrian;
d. pelal<sanaan adminisbatif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragaf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

Sueunan organisasi dinas perindustrian sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 20, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. selaetaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyrsunan program.

c. bidang industri agro:
t. seksi agro, hasil hutan, dan fumitur;
2. seksi kimia hulu dan hilir; dan
3. seksi industri kecil dan menengah.

d. bidang industri dasar dan aneka;
1. seksi industri logam, mesin, dan elektronika;
2. seksi industri sandang; dan
3. seksi industri kimia, bahan bangunan, dan keramik.

e. bidang pembinaan dan pengawasan industd, kecil, dan
menengah;
l. seksi pameran dan promosi;
2. seksi inlormasi industri; dan
3. seksi penyuluhan.

f. UPI; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
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Pasal 71

(1) Bagan organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas perindustiian diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perdagangan

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 72

(1) Dinas Perdagangan merupakan
pemerintahan bidang perdagangan.

unsur pelaksana urusan

(2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekrctaris Daerah.

(3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melal<sairakan urusan
pemerintahan bidalg perdagan gan.

(4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijalan urusan pemerintahan bidang

perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidaag

perdagangan;
c. pela-ksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perdagangan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugaanya;
e. pelaksaraan tugas pembantuan berdasarkan peraturan

perundang-undangan; dan
i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Orgalisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 21, terdiri atasi
a. kepata dinas;
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.

c. bidang sar.rna prasarana distribusi perdagangan dan
pemberdayaan pasar':
1. seksi sarana dan prasarana perdagangan;
2. seksi monitoriag harga dan pembedayaan pasar; dan
3. seksi distribusi barang kebutuhar pokok dan bahan penting/

strategis.
d. bidang bilra usaha ekonomi kreatif dan perdagangar luar negeri:

1. seksi bina iklim usaha dan kemitraan perdagangan;
2. seksi promosi penggunaan produk dalam negeri; dan
3. seksi penguatan potensi ekonomi kreatif perdagangan luar

negeri.
e. bidang pengamanan perdagangan dalam negeri dan tertib niaga:

l. seksi fasilitas dan kerja sama perdagangan dalam negeri;
2. seksi pemberdayaan dan perlindungan konsuoen; dan
3. seksi tertib niaga dan pengawasan ba-rang b€redar dan jasa.

i UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 74

(1) Bagan organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas perdagangan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragra-f 1

Kedudukan, Tugas, DarI Fungsi

Pasal 75

( 1 ) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan un sur pelaksana urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Selaetaris
Daerah.

(3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaima-na dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan
urusan pemerinta-han bidang kepemudaan dan olahraga.
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(4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan umslan pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan prelaporan urusan pemerintahaa

bidalg kepemudaan dan olahraga;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundaag-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dar fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d atgla 22, terdiri atas:
a. kepaLa dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang layanan kepemudaan:
l. seksi penyadaran pemuda;
2. seksi pemberdayaal pemuda; dan
3. seksi pengembangan pemuda.

d. bidang pembudayaan olalrraga:
1. seksi olahraga pendidikan da-n sentra olahraga;
2. seksi olahraga rekreasi, tradisional, darl layanan khusus; dan
3. seksi penghargaan olahraga.

e. bidang peningkatan prestasi olahraga:
l. seksi pembibitan, ilmu pengetahuan dan telolologi, dan

tenaga keolahragaan;
2. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; daJr
3. seksi standarisasi olaltraga.

f. bidang sarana prasarana dan kemitraan:
l. seksi sarana dan prasa-rana pemuda;
2. seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
3. seksi kemitraan pemuda dan olahraga.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatar fungsional dan pelaksana.

Pasal77

(1) Bagan orgalisasi dinas pemuda dan
dimaksud dalam Pasal 76 tercantum
Peraturan wali Kota ini,

olahraga sebagaimana
dalam tampiran XXV



(2) Ketentuan lebih la-njut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas kepemudaaa dan olahraga
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Dinas Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 78

(1) Dinas Pariwisata merupakan
pemerintalan bidang pariwisata.

unsur pelaksana urusan

(2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota mela.lui Sehetaris Daerah.

(3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urrsan
pemerintahan bidang pariwisata.

(4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimal<sud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dar pelaporan urusan pemerintalan

bidang pariwisata;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paregral 2
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

l. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangaa dan penJrusunan prograrn.
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c. bidang sarana pariwisata:
1. seksi akomodasi wisata;
2. seksi usaha jasa ma.kanan dan minuman; dan
3, seksi usaha jasa pariwisata.

d. bidang destinasi wisata;
1. seksi daya tarik wisata;
2. seksi pengelolaan kawasal sfategis pariwisata; dan
3. seksi pengembangar ekonomi kreatif dan sumber daya

pariwisata.
e. bidang pemasaran;

1. seksi informasi;
2. seksi promosi; dan
3. seksi penyuluhan dan kerja sama wisata.

I UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelalsala.

Pasal 80

(1) Bagan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Passl 79 tercantum dalam l,ampiran XXVI Peraturan Wali Kota
ini.

(2) Ketentuan lebih Lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas padwisata diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Empat
Dinas Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukar, T\rgae, Dan Fungsi

Pasal 81

(2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin
oteh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekrctaris Daerah.

(3) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan.

(4) Dinas Kebudayaan dalam melaksalakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakarr urusan pemerintahan bidang

kebudayaan;
b. pelaksanaar kebijakan urusan pemerintahan bidang

kebudayaan;
c. pelaksanaan evaluasi dal pelaporan urusan pemerintahan

bidang kebudayaan;

(1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintaha! bidang kebudayaan.
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d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan tingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dar fungsinya.

Paragaf 2
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

l. sub bagiar umum; dan
2. sub bagian keuangan darr penyusunan program.

c. bidang kebudayaan dan cagar budaya:
1. seksi kebudayaan;
2. seksi cagar budaya; dan
3. seksi penyuluhan.

d. bidang keseniaa tradisional sejarah dan permuseumar:
1. seksi kesenian tradisional;
2. seksi pembinaan sejarah lokal; dan
3. seksi permuseuman.

e. kelompok jabatan fungsional dalr pelalsana.

Pasal 83

(1) Bagan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXVII P€raturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas kebudayaan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima
Dinas Perpu stakaan Dan Kearsipan

Paragraf I
Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 84

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupa-ka! unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekrctaris
Daerah.
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(3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota metaksanakan
uruaan pemerintahan bidang perpustakaan, bidang kearsipan.

(4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakar tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perpusta.kaan dan kearsipan;
c, pelaksanarn evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perpustakaan dar kearsipan;
d- pela-ksanaan administratil dinas sesuai dengan tingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undalgal; dan
i pelatsanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragra-f 2
Susunar Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi dinas perpustakaar dan kearsipan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagiar umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagial penyusunan program.

c. bidang prengembangan koleksi, layanan, dart konservasi bahan
pustaka:
1. seksi pengembangan dan pengotahan bahan pustaka;
2. seksi layanan otomasi dan keia sama; dan
3. seksi konservasi bahal pustaka.

d. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca:
1. eeksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;

dan
3. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

e. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan:
1. seksi pembinaan perangkat daerah, perusahaan daerah,

organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;
2. seksi pengawasan perangkat daerah, perusahaan daerah,

orgalisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;
dan

3. seksi pembinaan sumber daya manusia dar kearsipar.
f. bidang pengelolaan dan layanan pemanfaatan arsip:

1. seksi pengelolaal arsip;
2. seksi akuisisi, pengelolaan, dan preservasi arsip; dan
3. seksi layanan darr pemanfaatan sistem informasi kearsipan.
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UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

Pasal 86

(1) Bagan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam l"ampiran XXVIII
Peraturan Waii Kota ini.

(2) Ketentuar lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas perpustakaan dan
kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota;

BAB V
BADAN

Bagian Kesatu
Badal Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf I
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 87

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupak&n uDaur
penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawal dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Perencanaa! Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membartu wali kota
da-lam melaksanakar fungsi penunjang urusal pemerintahan
lingkup perencanaan pembangunan daerah.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah da-lam melaksarakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan keb,jakan teknis perencanaar pembangunan

daerah:
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelakaanaan tugas

dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintalair lingkup perencanaan pembanguna! daerah
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragra! 2
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan orgalisasi badal perencanaan pembangunan daerah
sebagaimala dimaksud dalarn Pasal 2 hurufe angka 1, terdiri atas:
a. kepala badan;
b. sekretaris, membawaikal:

I . sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan progr:rm.

c. bidang ekonomi:
l. sub t idang industri perdagangan dan pertanian;
2. sub bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
3. sub bidang investasi dan pariwisata.

d. bidang sosial budaya:
1. sub bidanB pendidikan dan kebudayaan;
2. sub bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
3. sub bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;

e. bidang fisik dan tata ruang:
l. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
2. sub bidang prasarana kota; dan
3. sub bidang perumahan dan kawasan permukiman.

f. bidalg data monitoring dan evaluasi;
l. sub bidang data dan informasi;
2. sub bidang monitoring dan evaluasi; dan
3. sub bidang analisis dan pelaporan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 89

(1) Bagan orgarisasi badar perencaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l,ampian XXIX Peraturan Wali Kota ini.

pembangunan
88 tercantum

daerah
dalam

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada badan perencanaan
pembangunan daerah diatur dengan Peraturan wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembalgaa

Sumber Daya Manusia

Paragral 1

Kedudukar, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 90

(1) Badan Kepegawaiaa Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan unsur penunjalg urusan pemerintahan
Iingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya ma-nusia.
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(2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wa.li Kota melalui Selaetaris Daeral.

(3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali kota melaksarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia.

(4) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dalam melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) menyelenggarakan fungsi:
a. pen)rusunan kebijakan teknis kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia:
b. pelaksanaal tugas dukungan teknis kepegawaiaa dan

pengembangar sumkr daya manusia:
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia;

d. pembinaan teknis penyelengga.raar fungsi penunjang urusan
pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengcrnbangan
sumber daya manusia berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

e. pelaksaraar fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengar tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi badan kepegawaiar daerah dan pengembangaa
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
angka 2, terdiri atas:
a. kepala badan;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagiaa penyusunan program.

c. bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai:
l. sub bidang mutasi;
2. sutr bidang kepangkatan; dan
3. sub bidang kesejahteraan dan fasilitasi profesi pegawai ASN.

d. bidang pengembangan karier:
1. sub bidang jabatan;
2. sub bidang disiplin; dan
3. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja.

e. bidang pengadaan dan data kepegawaian:
l. sub bidang data dart a$ip;
2. sub bidang pengembangan sistem informasi; dan
3. sub bidang pengadaan.
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f. bidang pegembangan sumber daya manueia:
l. sub bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan darr

sertifikasi;
2. sub bidang pengembangan kompetensi; dan
3. sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 92

(l) Bagan organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembalgal
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
tercantum dalam lamphan XXX Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas darr fungsi masing-
masing jabatan strultural pada badal kepegawaian daerah dan
pengembangan sumber daya manusia diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian Dan Pengembangan

Paragraf 1

Kedudukar, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mempunyai tugaa membantu wali kota
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup
penelitian dan pengembangan.

(4) Badan Penelitiar dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. penlrusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
b. pelal<sanaan tugas dukungan teknis penelitian dan

pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraa! fungsi penunjang urusa!

pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(1) Badaa Penelitian dan Pengembalgan merupakan unsur
penunjalg urusan pemerintahan lingkup penelitiar dan
Erngembangan.
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Pangraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9.+

Susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:
a. kepala badan.
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuanga-n dan penyusunan program.

c. bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, dan inovasi dan
telalologi:
1. sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
2. sub bidang data dan pengkajial peraturan; dan
3. sub bidang inovasi dan teknologi.

d. bidang sosial dan kependudukan:
1. sub bidang sosial dan budaya;
2. sub bidang kependudukan; dan
3. sub bidang pemberdayaan masyarakat.

e. bidang ekonomi dan pembangunan:
1. sub bidang ekonomi;
2. sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
3. sub bidang pengembangan wilayah, lisik, dan prasarana.

f. UPT; dan
g. kelompokjabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 95

(1) Bagan organisasi badar penelitian
sebagaimara dimaksud dalam Pasal
l,arnpiran XXXI Peraturan Wali Kota ini.

dan pengembangan
94 tercantum dalam

(2) Ketentuan tebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strukural pada badan penelitian dan
pengembangan diatur dengar Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangar Dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungai

Pasal 96

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
penunjang urusal pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

(21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bada-n yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.
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3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota
melaksalakan fungsi penunjang urusan pemerintahar lingkup
pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(4) Badan Pengelola Keuargan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan kebijakan teloris pengelolaan keuangan dan aset

daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaal keuangan

darl aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan peLaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjalg urueal

Femerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan atas p€raturan perundang-undargan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas darr fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:
a. kepala badan;
b. sekretaris, membawalkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang anggaran:
1. sub bidang pendapatan;
2. sub bidang belanja langsung; dan
3. sub bidang belanja tidak langsung.

d. bidang perbendaharaan:
l. sub bidang belanja;
2. sub bidang kas; dan
3. sub bidang fasilitasi gaji.

e. bidarg akuntansi:
1. sub bidang pembukuar;
2, sub bidang pelaporan; dan
3. sub bidang pengolahan data dan informasi.

f. bidang aset dan investasi:
1. sub bidang pendataan dan inventarisasi aset;
2. sub bidang pengenda-Iian dan pengawasan aset; dan
3. sub bidang pembiayaan dan investasi.

g. UPI;
h. kelompok jabatan fungsiona-l dan pelaksana.
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Pasal 98

(1) Bagan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah
sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 97 tercantum dalam
lampiran XXXII Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih Lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada badan pengelola keuangar dan
aset daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 99

{1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang
berkaitan dengal pengelolaal pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Badan Pengelola P4jak dar Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah darl bertanggungjawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintalan lingkup
keuangan daerah yang berkaitan dengan pengetotaan pajak
daerah dan retribusi daerah.

(4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam
melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggaralan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang

berkaitan dengan pengelolaan paja-k dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang

berkaitan dengan pengelolaan pajak dal retribusi daerah;
c. perrantauan, evaluasi, dan pelaporan peLal<sanaan tugas

dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

d. pembinaan telois penyelengSaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan
dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragaf 2
Susunan Organisasi

Pasal ioo

Susunan organisasi badan pengelol,a pajak dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
a. kepata badan.
b. sekretaris, membawahkan:

l. sub bagiar umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagiar penyusunan program.

c. bidang bea perolehan hak atas tana}l dar bangunan dan pajak
bumi dan bangunan:
1. sub bidang teknis bea prerolehan hak atas tanah dan

bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
2. sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. sub bidang pembukuan dan pelaporan.

d. bidang hotel, restoran, dan hiburan:
l. sub bidang teknis hotel, r€storan, dal] hiburan;
2. sub bidalg keberatan dan sengketa; darr
3. sub bidarg pembukuan dan pelaporan.

e. bidalg parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sararrg
burung walet, dan retribusi:
1. sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan, air

tanah, sarang burung walet, dan retribusi;
2. sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. sub bidang pembukuan dan pelaporan.

f. bidang pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi
daerah:
i. sub bidang perencanaanr pengembangan, dan evaluasi pajak

daerah;
2. sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluaei

retribusi daerah; dan
3. sub bidang hukum dan publikasi pajak dan retribusi daerah.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan prtaksana.

Pasal 101

(l) Bagan organisasi badan pengelola pajak darr retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tercantum dalan
Lampiran XXXIII Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas daJl fungsi masing-
masing jabatan struldural pada badan pengelola pajak darl
refibusi daeral diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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BAB VI
KECAMATAN

Paragraf I
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 1O2

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pubtik, dalr
pemberdayaaa masyarakat darl kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimat<sud pada ayat (1) dipimpin oleh
camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Camat sebagaimana dimalsud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatal pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan keGnterama-n dan

ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

daerah dan peraturan wali kota;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahaa

yang dilakukan oleh perangkat daeral di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

kelurallan;
h. meLaksana-kan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
pemerirtah daerah yang ada di kecamatan; dan

i. metaksanakan tugaa lain yang diperintalkan oleh peraturan
perundang-undangan .

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota
untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerai.

(5) Camat da.lam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) dan ayat (4) dibartu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 103

(1) Susunan organsiasi masing-masing kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
a. camat;
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b. selretaris, membawahkan:
l. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.

c. seksi tata pemerintahan;
d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
e. seksi ketenteraman dan keterliban umum;
f. seksi kesejahteraan sosial;
g. seksi sarana darl prasarana wilayah; dan
h. ketompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 104

(1) Bagan organisasi kecamatan sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 105 tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturar Wali Kota
ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strulrtural pada kecamatan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KELURAHAN

Para$af 1

Kedudukan, Tugas, Dal Fungsi

Pasal lO5

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

{2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecainatan dan
bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
membartu Camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan pemberdayaaa masyarakau
c. melaksanakan pelayanan rrasyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

umum;
i mela-ksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dar
g, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasagral 2
Susunan Organisasi

Pasal 106

(1) Keluralar sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 105, terdiri atas:
a. keca-rnata-n medan sunggal, terdiri atas:

1. kelurahan sunggal;
2. kelurahan lalang;
3. kelurahan tanjung rejo;
4. kelurahan babura;
5. kelurahan sei kambing b; dan
6. kelurahan simpang tanjung.

b. kecamatan medan timur, terdiri atas:
1. kelurahan durian;
2. kelurahan sidodadi;
3. kelurahan gaharu;
4. kelurahan gang buntu;
5. kelurahan glugur darat I;
6. kelurahan glugur darat tI;
7. kelurahan pulo brayan darat l;
8. kelurahan pulo brayan da-rat II;
9. kelurahan pulo brayan bengkel;
10. kelurahan pulo brayan bengkel baru; dan
1 1. kelurahan perintis.

c- kecamatan medan tuntungan, terdiri atas:
1. kelurahan laucih;
2. kelurahan mangga;
3. kelurahan sidomulyo;
4. kelurahan namo gajah;
5. keluralan simalingkar b;
6. keturahan baru ladang bambu;
7. keluraha! kemenargan tani;
8. kelurahan tanjung selamat; dan
9. kelurahan simpang selayang.

d. kecamatan medan petisah, terdiri atas:
1. kelurahan sekip;
2. kelurahan petisah tengah;
3. kelurahan sei sikambing d;
4. kelurahan sei putih barat;
5. kelurahan sei putih tengah;
6. keluralal sei putih timur I; dan
7. kelurahan sei putih timur II.

e. kecamatar medal labuhan, terdiri atas:
1. kelurahan besa-r;
2. kelurahar martubung:
3. kelurahan sei mati;
4. kelurahan nelayqn indah;
5. kelurahan pekan labuhan; dan
6. kelurahan tangkahan.
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f. kecamatan medan barat, terdiri atas:
1. kelurahan silalas;
2. kelurahan kesawan;
3. kelurahan sei agut;
4. keluralan karang berombak;
5. kelurahan pulo brayan; dan
6. kelurahan glugur kota.

g. kecamatan medan maimun, terdiri atas:
1. kelurahan aur;
2. kelurahar jati;
3. keluralmn hamdan;
4. kelurahan sei mati;
5. kelurahan suka ra-ja; dan
6. kelurahan kampung baru.

h. kecanatan medan deli, terdiri atas:
1. kelurahan mabar;
2. kelurahan mabar hilir;
3. kelurahan titi papan;
4. keturahan taljung mulia.
5. kelurahan tanjung mulia hilir; dan
6. keturahan kota bangun.

i. kecamatan medan kota, terdiri atas:
1. kelurahan masjid;
2. kelurahan sitirejo I;
3. kelurahan sudirejo I;
4. kelurahan sudirejo II;
5. kelurahan sei rengas I;
6. kelurahan pandu hulu I;
7. kelurahan kotamatsum III;
8. kelurahan teladan timur;
9. kelurahan teladan barat;
1O. kelurahan pusat pasa.r;
11. kelumhan pasar baru; dan
12. kelurahan pasar merah barat.

j. kecamatan medan denai, terdiri atas:
1. kelurahan denai;
2. kelurahan binjai;
3. kelurahan medan tenggara;
4. kelurahal tega-l sad mandala I;
5. keluralan tegal sari mandala II; dan
6. kelura-han tegs-l sari manda.la IU.

k. keca&atan medan amplas, terdiri atas:
1. kelurahan amplas;
2. kelurahan sitirejo II;
3. kelurahan sitirejo III;
4. kelurahan harjosari I;
5. kelurahan hafosari II;
6. kelurahan timbang deli; dan
7. kelurahan bangun mulya.

l. kecamatan medal area, terdiri atas:
1. kelurahan sukaramai I;
2. kelurahan sukaramai II;
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3. kelurahan tegal sari I;
4, kelurahan tegal sari Il;
5. kelurahan tegal sari III;
6. kelurahan kotamatsum I;
7. kelurahan kotamatsum [I;
8. kelurahan kotamatsum IV;
9. kelurahan pandau hulu II;
1O. kelurahar sei rengaa II;
1 1. kelurahan sei rengas permata; dan
12. kelurahan pasar merah timur.

m. kecamatar medan helvetia, terdiri atas:
1. kelurahan dwi kora;
2. kelurahan helvetia;
3. kelurahan helvetia timur;
4. kelurahan helvetia tengah;
5. kelurahan tanjung gusta;
6. kelurahan cinta damai; da-n
7. kelurahan sei sikambing C-lI.

n. kecamatan medan perjuangan, terdiri atas:
1. kelurahaa tega.l rejo;
2. kelurahan pahlawan;
3. keluralar pandau hilir;
4. kelurahan sei kera hulu:
5. kelurahal sei kera hilir I;
6. kelurahan sei kera hitir ll;
7. kelurahan sidorame timur;
8. keluralan sidorame barat I; dan
9. keluralan sidorame barat II.

o. keca-Eoatan medan selayang, terdiri atas:
1. keluraian beringin;
2. kelurahan tanjung sari;
3. kelurahan asam kumbang;
4. kelurahan padang bulan selayang [;
5. kelurahan padang bulan selayang ll; dan
6. kelurahan sempakata.

p, kecamatan medan tembung dengan tipe a, terdiri dari
1. kelurahan tembung;
2. kelurahan indra kasih;
3. keluralan bantan;
4. kelurahan bantan timur;
5. kelurahan sidorejo;
6. kelurahan sidorejo hilir; dan
7. kelurahan bandar selamat.

q. kecamatan medan baru, terdid atas:
1. kelurahan darat;
2. kelurahal babura;
3. kelurahan merdeka;
4. kelurahan dti rante;
5. kelurahan petisah hulu; dal
6. kelurahan padang bulan,
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r. kecamatan medanjohor, terdiri atas:
1. kelurahan suka maju;
2. keluralan gedung johor;
3. kelurahan titi kuning;
4. kelurahan kuala beks_la;
5. kelurahan kedai durian; dan
6. kelurahan pangkalarl masyhur.

s. kecamatan medan polonia, terdiri atas:
1. kelurahan anggrung;
2. kelurahan polonia;
3. kelurahan sari rejo;
4. kelurahan suka dame; dan
5. kelurahan madras hulu.

t. kecamatan medan marelan, terdiri atas
1. kelurahan terjun;
2. kelurahan tanah enam ratus;
3. kelurahan rengas pulau;
4. kelurahan labuhan deli; dan
5. kelurahan paya pasir.

u. kecamatan medal bel,awan, terdiri atas
l. kelurahan bagan deli;
2. kelurahan belawan I;
3. kelurahan belawan II;
4. keluralan belawan bahari;
5. kelurahan belawan bahagia; dan
6. keluralan beLawan sicanang.

(2) Susunan orga-nisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), terdiri atas:
a. lurah;
b. selaetaris;
c. seksi tata pemerintahan;
d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
e. seksi pembangunan; dan
t kelompok jabatan fungsional dan pelal<sana.

Pasal 107

(1) Bagan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada kelurahan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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Pasal 108

(1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
b. staf ahli bidang ekonomi, keuanga!, dan pembangunan; dan
c. staj ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertarggung jawab
kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah .

(3) Staf Ahli Wa-li Kota diangkat dari PNS yang memenuhi
persyaratan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian Sta-f AhU Wali Kota ditetapkan
oleh Wali Kota.

Pasal 109

Staf Ahli WaIi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO8 bertugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada wali kota
sesuai keahliannya.

BAB VIII
STAF AHLI

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 110

Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana txrdasarkan atas keahlian dan
spesialisasi yarrg dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang
berlaku.

Pasa.l 1 1 I

Kelompok Jabatan Fungeional dan Jabatan Pelaksana mempunyai
tugaa melaksanalan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai
dengar keahlian dan kebutuhan.

Pasal 112

(1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan
berdasarkan atas kebutuhair dan beban kerja.
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(2) Setiap peraJrgkat daerah meLaksanakan analisis jabatan darl
analisis beban kefa yang dilakukan secara periodik paling sedikit
1 (satu) kali dalam 4 {empat) tahun untuk menentukan
kebutuhan dan beban keda jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana.

BAB X
ESET.ONISASI

Pasal 113

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepal,a Dinas, Kepala Badan,
Inspelctur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahti
Wali Kota merupalan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan
pimpinan tinggi pratalala.

(3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/lnspektorat/
Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat
merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan
administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja,
dan sekretaris pada kecarnatan merupakan jabatan struktural
eselon III.b atau jabatan administrator.

(5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat
DPRD/lnspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja,
Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPI Dinas/Badan
merupakan jabatan stuktura.l eselon IV.a atau jabatan pengawas.

(6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepa.la Seksi pada kelurahar, Kepala
Sub Bagiarr Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub
Bagian pada kecamatan merupakan jabatan struktuml eselon
IV,b atau jabatan pengawas.

(7) Eselonisasi jabatan struktural pada Badan Penarggulangan
Bencana Daerah terdiri atas Kepala Pelaksana merupakan
jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama,
Sekretaris darl Kepala Bidang pada Unsur Pel,aksana merupakan
jabatan struktural eselon III.b atau jabatar administrator, Kepala
Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Unaur PeLaksana merupakan
jabatan struktural eselon lv.a atau jabatan pengawas.

(8) Eselonisasi jabatan struktural pada RSUD Dr. Pimgadi mengacu
kepada peraturan perundang-undangan.
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BAB Xt
TATA KERJA

Pasa.l 1 14

(1) Da.lam rargka meningkatkan kualitas pelayanan maka setiap
pimpinan unit organisasi mengevaluasi dan/atau menetapkan
standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (lKM) pada satuan organisasi berdasarkan
atas peraturan perundang-undangan.

(2) Datam melaksana.kan tugas setiap pimpinan unit organisasi,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib
menerapkan prinsip koordilasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam tingkungan masing-masing maupun antar satuan
orgaoisasi di tingkungan pemerintah daerah serta dengan instanai
lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bita tegadi penyimpangan agar rnengambil
langkahJangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangar.

(4) Setiap pimpinar organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahar masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksalaal tugas bawahannya.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi, jabatan fungsional, dan
jabatan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporal yang diterima oleh pimpinan s,atuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanal<an tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dan pejabat dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam
rargka pemberian bimbingan kepada bawahan maeing-masing.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan, Ttrgas, Dan Fungsi

Pasal 1 15

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusal pemerintahal di
bidang kesatuan bajrgsa dan politik yang terbentuk dengan
susunuur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan peraturan perundang-undangalr mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
dibebankan pada APBD.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dart bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

(6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimala dimaksud pada
ayat (3) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(71 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebija]<ar teknis kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan

politik;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelalsanaan tugas

dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
d. pembinaan teknis p€nyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi tain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Organisasi

Pasal 116

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagiaa keua::ga-n dan perlengkapan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang bina ideologi, wawasan ketrangsaan, dan karakter baagsa:
1 . sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
2. sub bidang pembinaal karalder bangsa.

d. bidang politik dalam negeri:
l. sub bidang pengembangan budaya dan etika politik; dan
2. sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum.

e. bidang keta}lanar ekonomi, sosial, budaya, darr organisasi
kemasyaral<atan:
1. sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
2. sub bidang organisasi kemasyarakatan.

f. bidang penanganan konJlik dan kewaspadaan nasional:
1. sub bidang penanganar konltk; dan
2. sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi, dan

keb{jakan strategis.
g. UPT; dan
h. kelompokjabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 117

(1) Bagan organisasi badan kesatuan bangsa darl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tercantum
lampiran XXXVI Peraturan WaIi Kota ini.

politik
dalam

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan stuktural pada badan kesatuan bangsa dajr
politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencara Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 1 18

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keda berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap
mela-ksanakal tugasnya sampai dengan dibentulmya perangkat
daerah baru yang melaksanakan sub urusan benca-na sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulangan bencana diundangkan.
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(2) Angga-ran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur
penunjalg urusar pemerintahan bida:rg bencana.

(5) Badar Penanggulangan Bencana Daeral sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada WaIi Kota.

(6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat
oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non
struktural.

(7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usala

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rckonstruksi
secara adil dan s€tara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
pena[ggulangan bencana berdasarkan atas peraturan
perundang-undangart;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan prngumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

h. mela.ksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahaa
terhadap usaha penanggulargan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a diatur dengar Peraturan wali Kota.

(9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggaralar
fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencara dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif. dan e6sien:

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana s€cara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.



Paragral 2
Organisasi

Pasal 119

Susunan organisasi bada-n penanggulangan bncana daerah, terdiri
atas:
a, kepala badan;
b. unsur pengarah; dan
c, unsur pelaksana.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai personil dan tugas unsur Pengarah
Badan Penanggulangan Benca-na Daerah diatur dengal Peraturan
Wali Kota.

Pasa] 12 1

(l) Unsur pelaksara badan penanggulangan bencana daerah berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
PenangguLangan Bencana Daerah.

(2) Unsur pelalsana badan penanggulangan bencana daerah
dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi unsur pelaksana badan pena-nggulargan bencana
daerah sehari-hari.

Pasal 122

Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.t 121 mempunyai tugas
melaksanakan penangguLangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 123

Untuk melaksanal<arr tugas sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 122,
unsur pela-ksana badan penanggul,angan bencana daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian;
b. pengomaldoan; dan
c. pelaksana.

Pasal 124

Orgalisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
adalah klasifikasi A.

76
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Pasal 125

(1) Organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, terdiri atas:
a. pela-ksana;
b. sekretariat unsur pelaksana, membawaE<an:

1. sub bagiar umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penlrusunan proSram.

c. bidang pencegalan dar kesiapsiagaan, membawahkan:
1. seksi pencegahan; dan
2. seksi kesiapsiagaan.

d. bidang kedaruratan dan logistik, membawahkan:
1. seksi kedaru ratan; dan
2. seksi logistik.

e. bidang rehabilitasi dan rekonatruksi, membawahkan:
1. s€ksi rehabilitasi: dan
2. seksi rekonstruksi.

f. kelompokjabatan fungsional dan pelaksana.

(2) Organisasi unsur pelaksana sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)
dapat dibentuk Satuan Tugas yarlg ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan sesuai kebutuhan.

Pasal 126

(1) Bagan organisasi badan penanggulangan
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 125
Lampiran XXXVII Peraturan wali Kota ini.

bencala
tercantxm

daeralr
dalam

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan stuktural pada badan penanggulangan bencana
daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
RSUD Dr. Pimgadi

Paragraf 1

Kedudukan, Tlrgas, Dan Fungsi

Pasal 127

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayalan kesehatan pada
RSUD Dr. Pimgadi yang terbentuk dengan susunan organisasi
dan tata kerja berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur
Organisasi dan Tata Kelola Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah serta Pengelolaan Keuangan Rumah Salit Umum Daerah.
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(2) Anggaran penyelenggaraan urusan RSUD Dr. Pimgadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badar Layanan Umum Daerah dan
berdasarkal atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat daerah set agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
RSUD Dr. Pimgadi.

(4) RSUD Dr. Pimgadi merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

(5) RSUD Dr. Pimgadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(6) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pelayanan kesehat€n pada rumah sakit.

(7) RSUD Dr. Pimgadi dalam melaksana.kan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. pemmusan kebijakar teknis di bidang pelayanan kesehatan

rumah sakit;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang petayanan

kesehatan rumah sakit; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

Susunan Organisasi RSUD Dr. Pirngadi, terdiri atas:
a. direktur;
b. wakil direktur bidang administrasi umum, terdiri atas:

1. bagian umum, membawahkan:
a) sub bagiar tata usaha;
b) sub bagian kepegawaian; dan
c) sub bagian hukum/hubungan masyarakat.

2. bagjan keuangan, membawahkan:
a) sub bagian perbendaharaan;
b) sub bagian mobilisasi dana; dan
c) sub bagian akuntansi dan verifikasi.

3. bagian pedengkapan pemeliharaan, membawahkan
a) sub bagian inventaris rumah salit;
b) sub bagian pengadaan barang; dan
c) sub bagian pergudangan.



c. wakil direktur bidang pelayanan medis dan kepe.awatan, terdiri
atas:
1. bidang pelayanan medis, membawahkan:

a) seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan medis;
dan

b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medis.
2. bidang pelayanan keperawatan, membawahkan:

a) s€ksi perencanaan dan pengembangan pelayanan
keperawatan; dan

b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
3. bidang pelayanan penunjang medis, membawahkan :

a) seksi p€layanan penunjang sarana medis; dan
b) seksi pelayanan penunjang sarana non medis.

d. wakil direldur bidang sumber daya manusia dan pendidikan,
terdiri ataa:
1. bidarg pendidikan dan pelatihan, membawahkan:

a) seksi pendidikan dan pelatihal pegawai; dan
b) seksi pendidikan dan pelatihan non pegawai.

2. bidang penetitian dan pengembangal, membawahkar:
a) seksi peneLitian; dan
b) seksi p€ rpustakaan.

3. bidang pengolahan data dan rekam medik, membawahkan:
a) seksi pengolahan data rawat jalan dan rawat inap; dan
b) seksi rekam medik.

e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 129

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan/atau memenuhi
standar rumah sakit ma-ka pada RSUD Dr. Pimgadi dibentuk unit
pelayanan dan/atau aatuan tugas fungsional berupa dewan
pengawas, satuan pengawasan intemal, insta.lasi, komite, dan
stal medik fungsional berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata keda
frelayaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur
dengan Peraturan WaIi Kota.

(3) Pengisian unit pelayanan dan/atau satuan tugas fungsional
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan wali Kota.

Pasal 130

(1) Bagan organisasi RSUD Dr. Pimgadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 tercaltum dalam l€mpiran XXXVIII Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas da'l fungsi rnasing-
masing jabatan struktural pada RSUD Dr. Pimgadi diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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Pasal 131

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka semua
peralihan urusan yang menjadi kewenangaa organisasi perangkat
daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

(2) Peralihan Pemt iayaan, Perlengkapan, Personil dan Dokumentasi
(P3D) perangkat daerah dilaksanakan berdaearka-n atas peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah
di.lal<sanakan oleh perangkat daerah masing-masing difasilitasi
oleh Sekretariat Daerah dengan mempedomani ketentuan yang
berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota
ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

(1) RSUD Dr. Pimgadi sebaSaimana dimaksud Bagian Ketiga bersifat
otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata
kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan
la.yanan Umum Daerah.

(2) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Fungsional Dokter
atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan berdasarkar atas
peraturan perundang-undangan,

(l) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola
klinis, RSUD Dr. Pimgadi dibina dan bertanggung jawab kepada
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit
daerah kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehat n berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan.

Pasal 133
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka:
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dail Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1l;
Peraturar WaIi Kota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Darl Fungsi Dinas Pemuda Darr Olahraga Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 3);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Talun 2010 tentang
Rincian T[gas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga B€renc{uta Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2O1O Nomor 4);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2O1O tentang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyaralat
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 5);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2O1O tentang
Rincial T\rgas Dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinal Terpadu
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 6);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 8);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badar Ketahalal Pangan Kota
Medan (B€rita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 9);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1O);
Peraturan Wali Kota Medal Nomor 11 Tahun 2010 tentarg
Rincial Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaal Dan Pa-riwisata
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 20i0 Nomor i i);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Rincian T\rgas Darr Fungsi Dinas Sosial Dan Tenaga Keda Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 12);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2O1O tentang
Rincian T\rgas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010
Nomor 13);
Peraturan wali Kota Medan Nomor 14 Tahun 2O1O tentang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2Ol0 Nomor 14);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2010 Nomor 15);
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o. Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Tata
Bangunan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010
Nomor 19);

p. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Rincian T\rgas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dar Informatika
Kota Medan (Berita Daerai Kota Medan Tahun 2010 Nomor 20);

q. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2O1O Nomor 21);

r. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tah]ut 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Saldi Daerah Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan TaIun 2010 Nomor 22);

s. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pendidilan Dan Pelatihan
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 23);

t. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Kelautan Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 37);

u. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Taiun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medaa Tahun 2010 Nomor 38);

v. Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 39 Tahun 2O1O teotang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebalaran
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 39);

w. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4O Taiun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menen8ah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2010 Nomor 40);

x. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4l Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 4l);

y. Peraturan wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Bina Marga Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 42);

z. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 43 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 43);

aa. Peraturan wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2OlO tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Medar (Berita Daerah Kota Medan Talun 2010 Nomor 44);

bb. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2Ol0 tentang
Rincian T\rgas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2Ol0 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan At,'s Peraturan Wali
Kota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kota Medan (B€rita Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 7);
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cc. Peraturan Wa.li Kota Medan Nomor 46 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010
Nomor 46);

dd. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2010 tentarg
Rincian Tugas Dal Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 48);

ee. Peraturar WaIi Kota Medan Nomor 49 Tslun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Kota Medan
(Berita Daera} Kota Medan Tahun 2010 Nomor 49);

IL Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2Ol0 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi lkntor Arcip Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 201O Nomor 5O);

gg. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2O1O
Nomor 51);

hh. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 201O Nomor 52);

ii. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas DarI Fungai Badan Lingkungan Hidup Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2O1O Nomor 53);

ji Peraturan Wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 54);

kk. Peraturart Wali Kota Meda-n Nomor 55 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 55);

11. Peraturen Wali Kota Meden Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 56);

mm. Peraturan Wali Kota Medar Nomor 57 Tahun 2Ol0 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 57);

nn. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 66 Tahun 2011 tentang
Rincian Tlgas Dan Fungsi Selcetariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik lndonesia Kota Medan (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 201 1 Nomor 66);

oo. Peraturan wali Kota Medan Nomor 68 Talun 2011 tentang
Rincian Tugas dal fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 20 11 Nomor 68);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 135

Peraturen Wali Kota ini mulai berLaku pada tanggal diundargkar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggsl12 Januari 2017

WALI KOTA MEDAN,

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Jannai 2Ol7

SEKRETARIS KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR T.
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